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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak hotel, restoran, dan hiburan 

sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga periode 2023–2025. Metode 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan SWOT 

dan PEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi penguatan 

pendataan objek pajak, peningkatan pengawasan dan penagihan, serta pemanfaatan teknologi seperti 

SIMPATDA dan tapping box. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber 

daya manusia, kendala teknis jaringan, cakupan digitalisasi yang belum merata, serta rendahnya 

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi terintegrasi melalui optimalisasi 

pengawasan berbasis teknologi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan edukasi dan 

kepatuhan wajib pajak. 

Kata kunci :  Strategi Pengelolaan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Digitalisasi Perpajakan, SWOT, 

PEST. 

ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the management strategy of hotel, restaurant, and entertainment taxes as 

key components of Local Own-Source Revenue (PAD) in Sibolga City during the 2023–2025 period. 

The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews and 

documentation of Budget Realization Reports. The analysis applies SWOT and PEST approaches to 

identify internal and external factors affecting effectiveness. The results show that the implemented 

strategies include strengthening taxpayer data collection, improving supervision and collection, and 

utilizing technology such as SIMPATDA and tapping boxes. However, their implementation remains 

suboptimal due to limited human resources, technical network constraints, uneven digitalization 

coverage, and low taxpayer compliance. Therefore, more integrated strategies are required through 

technology-based supervision, stronger internal coordination, and continuous improvement of 

taxpayer education and compliance. 
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1. PENDAHULUAN  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan 

penting dalam mendukung kemandirian fiskal 

pemerintah daerah. Optimalisasi PAD 

memerlukan sistem perpajakan yang efektif, 

termasuk melalui penerapan digitalisasi 

administrasi perpajakan daerah untuk 

meningkatkan efisiensi pemungutan dan 

memperluas basis pajak (Isnaini et al., 2025). 

Implementasi digitalisasi perpajakan di 

berbagai daerah menunjukkan hasil yang 

beragam. Penelitian di Kabupaten Jombang 

menunjukkan bahwa transformasi digital dan 

kolaborasi antarinstansi berkontribusi 

terhadap efektivitas administrasi pajak daerah 

(Nisa & Tamrin, 2025). Selain itu, penerapan 

sistem pembayaran pajak berbasis digital di 

Kota Baubau dinilai mampu meningkatkan 

kualitas data dan penerimaan pajak daerah 

(Haykal et al., 2025) 

Perkembangan teknologi informasi 

mendorong pemerintah daerah untuk 

melakukan modernisasi administrasi 

perpajakan guna meningkatkan transparansi 

dan efektivitas pengawasan penerimaan pajak 

daerah. Namun, transformasi digital tersebut 

masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

rendahnya literasi digital, keterbatasan 

infrastruktur jaringan, dan kesiapan teknis 

aparatur pemerintah daerah (Farista et al. 

2025). Pemanfaatan sistem informasi 

perpajakan daerah dan pengawasan transaksi 

berbasis teknologi juga dinilai mampu 

mendukung optimalisasi pengelolaan pajak 

daerah (Prasiwi et al., 2025). 

Kota Sibolga merupakan salah satu daerah 

yang berupaya meningkatkan PAD melalui 

optimalisasi pajak daerah, khususnya pajak 

hotel, restoran, dan hiburan. Pengelolaan 

pajak daerah di Kota Sibolga masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan sumber daya manusia, belum 

optimalnya sistem administrasi perpajakan, 

serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Sagala et al., (2024) menunjukkan 

bahwa strategi pengelolaan pajak daerah di 

Kota Sibolga perlu diperkuat melalui 

optimalisasi sistem pengawasan dan 

pemanfaatan teknologi perpajakan. Selain itu, 

penelitian Fransiska et al., (2022) menegaskan 

bahwa pajak daerah memiliki peran strategis 

dalam mendukung kapasitas fiskal dan 

pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian 

Sari & Napitupulu, (2025) juga menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah 

membahas strategi pengelolaan pajak daerah 

melalui pendekatan SWOT dan PEST. 

Namun, sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada analisis konseptual dan belum 

membahas implementasi strategi secara 

operasional pada pemerintah daerah 

(Multiningsih et al., 2021). Di sisi lain, 

perkembangan kebijakan pajak digital 

menunjukkan bahwa transformasi digital 

perpajakan masih menghadapi tantangan pada 

aspek sistem informasi dan kesiapan 

administrasi perpajakan daerah (Primadini & 

Gunadi, 2023). Oleh karena itu, penguatan 

regulasi, pengawasan, dan pemanfaatan 

teknologi menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak 

daerah (Hua et al., 2025). Berdasarkan kondisi 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis strategi pengelolaan pajak 

daerah di BPKPAD Kota Sibolga serta 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang memengaruhi efektivitas strategi 

tersebut melalui pendekatan SWOT dan 

PEST. 

2. LANDASAN TEORI  

Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan 

Pajak Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mer 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

seluruh pendapatan yang menjadi hak daerah 

dan diperoleh berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. PAD 

menjadi komponen penting dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

karena berfungsi mendukung pembiayaan 

administrasi pemerintahan, pelayanan publik, 

dan pembangunan daerah sehingga dapat 
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memperkuat kemandirian fiskal daerah 

(Bapenda sumut, n.d.). 

PAD berasal dari beberapa sumber utama, 

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah 

(Indonesia, 2009). Optimalisasi pajak daerah 

menjadi instrumen penting dalam 

meningkatkan PAD, khususnya pada sektor 

hotel, restoran, dan hiburan yang memiliki 

kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah 

(Sagala et al., 2024). 

Pengelolaan pajak daerah didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang mengatur jenis pajak daerah, mekanisme 

pemungutan, administrasi, serta pengawasan 

pajak daerah. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah juga menjadi dasar dalam 

pengaturan kewenangan fiskal daerah dan 

struktur PAD dalam APBD (Indonesia, 2022). 

Dalam pengelolaan pajak daerah, pemerintah 

daerah menerapkan berbagai instrumen 

administrasi seperti SIMPATDA dan tapping 

box untuk mendukung pencatatan transaksi, 

pelaporan, dan pengawasan penerimaan pajak 

daerah. Pemanfaatan sistem digital tersebut 

membantu meningkatkan transparansi, 

memperkuat pengawasan, dan mengurangi 

potensi kebocoran penerimaan daerah. 

Objek Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan 

Pajak restoran, hotel, dan hiburan 

termasuk dalam kelompok pajak daerah yang 

memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), terutama pada wilayah dengan 

aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata 

yang berkembang. Karakteristik objek pajak 

tersebut cenderung dipengaruhi oleh pola 

konsumsi masyarakat, aktivitas usaha, dan 

kondisi perekonomian daerah sehingga 

memerlukan pengelolaan dan pengawasan 

yang efektif. 

Secara umum, PAD terdiri atas pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-

lain PAD yang sah. Setiap sumber penerimaan 

memiliki karakteristik administrasi dan 

potensi pendapatan yang berbeda sehingga 

strategi pengelolaan pajak perlu disesuaikan 

dengan kondisi objek pajak daerah. Dalam 

praktiknya, sektor restoran, hotel, dan hiburan 

menjadi salah satu objek pajak yang 

berpotensi mendukung optimalisasi 

penerimaan daerah melalui penguatan 

administrasi dan pemanfaatan teknologi 

pengawasan pajak (N. Sari et al., 2025). 

Pemanfaatan teknologi pencatatan 

transaksi, pendataan wajib pajak, pengawasan, 

serta administrasi perpajakan yang tertib 

menjadi faktor penting dalam mendukung 

efektivitas pengelolaan objek pajak daerah. 

Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi 

dan pengawasan diperlukan agar penerimaan 

pajak daerah dapat dikelola secara lebih 

optimal dan transparan. 

Digitalisasi Administrasi Pajak Daerah 

Perkembangan teknologi informasi 

mendorong modernisasi administrasi pajak 

daerah melalui penerapan sistem pelaporan 

pajak berbasis digital, pencatatan transaksi 

elektronik, dan integrasi data perpajakan. 

Pemanfaatan sistem digital dinilai mampu 

meningkatkan efisiensi administrasi, 

mempermudah proses pelaporan pajak, serta 

memperkuat transparansi dan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

(Abrori et al., 2024). 

Dalam penelitian ini, aspek seperti 

penggunaan teknologi, kemudahan 

administrasi, dan efektivitas sistem menjadi 

indikator penting dalam pengelolaan pajak 

daerah. Modernisasi administrasi perpajakan 

melalui sistem informasi digital mendukung 

proses intensifikasi dan pengawasan pajak 

sehingga pengelolaan penerimaan daerah 

dapat dilakukan secara lebih efektif dan 

terintegrasi. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance) merupakan perilaku wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai 

dari pendaftaran, pelaporan, hingga 

pembayaran pajak secara tepat waktu. Tingkat 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap 

optimalisasi penerimaan pajak daerah 

sehingga menjadi salah satu faktor penting 

dalam pengelolaan pajak daerah (Putra, 2023). 
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Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, pengawasan, serta 

kemudahan administrasi perpajakan 

(Kurniawan et al., 2023). Selain itu, 

pemanfaatan sistem administrasi perpajakan 

berbasis digital juga membantu meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak karena proses 

pelaporan dan pembayaran pajak menjadi 

lebih mudah, efektif, dan efisien (Wibowo, 

2020). 

Dalam penelitian ini, indikator seperti 

pendataan wajib pajak, pengawasan, 

administrasi perpajakan, dan pemanfaatan 

sistem informasi digunakan untuk melihat 

efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam 

mendukung peningkatan kepatuhan wajib 

pajak. 

Analisis SWOT dan PEST 

Analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) 

merupakan metode analisis strategis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang memengaruhi 

suatu organisasi atau kebijakan. Faktor 

internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan faktor eksternal meliputi peluang 

dan ancaman yang dapat memengaruhi 

efektivitas pengelolaan pajak daerah (Puteri et 

al., 2025). 

Penerapan analisis SWOT dalam 

pengelolaan pajak daerah dinilai mampu 

membantu pemerintah daerah dalam 

menentukan prioritas strategi, khususnya 

dalam penguatan administrasi, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, serta 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

Penelitian Hua et al., (2025) menunjukkan 

bahwa analisis SWOT membantu pemerintah 

daerah mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan internal serta peluang dan ancaman 

eksternal dalam pengelolaan pajak daerah. 

Selain itu, perkembangan kebijakan 

perpajakan digital juga menjadi faktor penting 

dalam penyusunan strategi pengelolaan pajak 

yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi 

dan teknologi (Primadini & Gunadi, 2023). 

Dalam pengelolaan pajak daerah, aspek 

kekuatan dapat berupa kualitas sumber daya 

manusia, sistem administrasi, dan dukungan 

teknologi. Sementara itu, kelemahan dapat 

berupa keterbatasan sumber daya, hambatan 

administrasi, dan rendahnya sosialisasi 

perpajakan. Dari sisi eksternal, peluang dapat 

berasal dari perkembangan ekonomi, 

digitalisasi administrasi perpajakan, dan 

dukungan regulasi pemerintah, sedangkan 

ancaman dapat berupa rendahnya kepatuhan 

wajib pajak, perubahan regulasi, dan kondisi 

ekonomi masyarakat. 

Selain SWOT, penelitian ini juga 

menggunakan analisis PEST (Political, 

Economic, Social, Technological) untuk 

menganalisis lingkungan eksternal yang 

memengaruhi pengelolaan pajak daerah 

(Mwogosi, 2025). Aspek politik berkaitan 

dengan kebijakan dan regulasi perpajakan 

pemerintah, aspek ekonomi berkaitan dengan 

kondisi ekonomi dan aktivitas usaha 

masyarakat, aspek sosial berkaitan dengan 

kesadaran dan perilaku wajib pajak, 

sedangkan aspek teknologi berkaitan dengan 

pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi 

administrasi perpajakan daerah. 

Kombinasi analisis SWOT dan PEST 

membantu penelitian dalam mengidentifikasi 

kondisi internal dan eksternal organisasi 

sehingga strategi pengelolaan pajak daerah 

dapat dirumuskan secara lebih kontekstual dan 

adaptif. Penggabungan kedua pendekatan 

tersebut juga mendukung penyusunan strategi 

yang lebih efektif dalam meningkatkan 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

(Suparmono & Dekiawan, 2025). 

  

3. METODOLOGI   
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk menganalisis 

strategi pengelolaan pajak daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kota Sibolga. Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk memperoleh pemahaman 

secara mendalam mengenai strategi 
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pengelolaan pajak daerah serta faktor internal 

dan eksternal yang memengaruhi efektivitas 

pengelolaan pajak daerah (Sujarweni, 2021). 

Penelitian dilaksanakan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dengan 

fokus pada pengelolaan pajak hotel, restoran, 

dan hiburan.  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 

data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan pegawai 

BPKPAD Kota Sibolga yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan pengelolaan 

pajak daerah. Menurut Tersiana (2022), data 

primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara atau interaksi 

dengan narasumber. Informan penelitian 

terdiri atas pejabat pengelola pajak daerah, staf 

administrasi perpajakan, dan petugas 

pengawasan transaksi pajak daerah. 

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari 

dokumen resmi pemerintah daerah, laporan 

realisasi pajak daerah, regulasi perpajakan, 

dan publikasi yang relevan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai strategi pengelolaan pajak daerah, 

pengawasan, pemanfaatan teknologi 

informasi, serta kendala yang dihadapi dalam 

optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa 

wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam mengenai 

pengalaman dan pandangan informan 

terhadap objek penelitian. Selain itu, teknik 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi 

data penelitian melalui laporan realisasi pajak 

daerah, dokumen kebijakan, dan peraturan 

yang berkaitan dengan pengelolaan pajak 

daerah Sugiyono (2021). 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik 

analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, 

analisis PEST digunakan untuk menganalisis 

faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi 

yang memengaruhi efektivitas strategi 

pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga. 

4. HASIL  

Penelitian ini dilakukan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga sebagai 

instansi yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, 

BPKPAD melaksanakan pendataan, 

pemungutan, pengawasan, dan penagihan 

pajak daerah sebagai bagian dari upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Sibolga  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

aparatur BPKPAD Kota Sibolga, pengelolaan 

pajak daerah dilakukan melalui pendataan 

objek pajak, pembaruan data wajib pajak, 

pengawasan transaksi usaha, serta 

pemanfaatan aplikasi perpajakan daerah dan 

tapping box untuk mendukung pengawasan 

penerimaan pajak daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengelolaan pajak daerah dilakukan melalui 

tahapan pendataan objek pajak, penetapan 

kewajiban pajak, pemungutan, serta 

pengawasan terhadap wajib pajak. Setiap 

usaha hotel, restoran, dan hiburan yang 

beroperasi di Kota Sibolga didata sebagai 

objek pajak daerah, termasuk usaha baru yang 

mulai beroperasi. Pembaruan data juga 

dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi 

usaha agar data perpajakan tetap sesuai 

dengan kondisi aktual di lapangan.  

Dalam meningkatkan penerimaan 

pajak daerah, strategi yang diterapkan 

difokuskan pada pengawasan dan pendataan 

terhadap potensi pajak baru, khususnya pada 

sektor restoran dan hiburan. Pelaksanaan 

pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan Peraturan 

Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan 

pajak daerah. Selain itu, tindakan administratif 

berupa teguran diberikan kepada wajib pajak 

yang tidak patuh atau memiliki tunggakan 

pajak.  

Berdasarkan hasil wawancara, 

tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

masih belum optimal. Sebagian pelaku usaha 

masih memandang pajak sebagai beban 

sehingga pelaporan dan pembayaran pajak 
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belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat turut 

memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya 

pada sektor restoran dan hiburan yang 

bergantung pada daya beli masyarakat.  

Dari sisi administrasi perpajakan, 

penggunaan aplikasi perpajakan daerah 

(SIMPATDA) dan perangkat tapping box 

menjadi bagian dari upaya modernisasi 

pengelolaan pajak daerah. Penggunaan 

tapping box membantu meningkatkan akurasi 

pencatatan transaksi dan mendukung 

transparansi penerimaan pajak daerah karena 

data transaksi dapat terekam secara sistematis. 

Pada tahun 2025, perangkat tapping box telah 

diterapkan pada 2 objek PBJT jasa hiburan, 10 

objek PBJT jasa perhotelan, dan 24 objek 

PBJT makanan dan minuman.  

Meskipun demikian, pengelolaan 

pajak daerah masih menghadapi beberapa 

kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, 

keterbatasan perangkat pendukung, serta 

penggunaan tapping box yang belum 

mencakup seluruh objek pajak. Selain itu, 

sebagian perangkat yang digunakan masih 

tergolong lama sehingga belum sepenuhnya 

mendukung optimalisasi sistem perpajakan 

daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, 

aparatur melakukan pembelajaran internal dan 

mengikuti bimbingan teknis dalam 

mendukung pengelolaan pajak berbasis 

teknologi.  

Selain pemanfaatan teknologi, upaya 

peningkatan penerimaan pajak daerah juga 

dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi 

perpajakan kepada masyarakat. Edukasi 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan sehingga 

dapat mendukung optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD).  

Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan 

Hiburan Kota Sibolga Tahun 2023 - 2025 
Pengolahan data dilakukan terhadap 

realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan di Kota Sibolga selama periode 

2023–2025 berdasarkan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Sibolga. 

Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data 

yang telah diaudit, sedangkan data tahun 2025 

masih bersifat unaudited dan digunakan untuk 

melihat perkembangan sementara penerimaan 

pajak daerah pada periode penelitian. 

Tabel 1 Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan 

Hiburan Kota Sibolga Tahun 2023–2025 

Pajak 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2025 (Rp) 

Hotel 415 jt 403.7 jt 350.2 jt 

Restoran 2.24 M 1.54 M 1.82 M 

Hiburan 128.8 jt 158 jt 113.3 jt 

Sumber: data diolah 2026 

Berdasarkan tabel tersebut, Pajak Hotel 

menunjukkan tren penurunan selama periode 

2023–2025. Penurunan tersebut 

mengindikasikan bahwa penerimaan sektor 

perhotelan belum mengalami perkembangan 

yang stabil. Sementara itu, Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan mengalami fluktuasi 

penerimaan pada setiap tahun penelitian. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak daerah masih dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi, aktivitas usaha, serta 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan.  

Hasil pengolahan data juga menunjukkan 

bahwa sektor restoran memberikan kontribusi 

terbesar dibandingkan sektor hotel dan 

hiburan. Namun demikian, perubahan nilai 

realisasi antar tahun menunjukkan bahwa 

efektivitas pengelolaan pajak daerah masih 

menghadapi berbagai kendala, terutama pada 

aspek pengawasan, pemutakhiran data wajib 

pajak, dan optimalisasi administrasi 

perpajakan daerah. Dengan demikian, 

penguatan strategi pengelolaan pajak daerah 

diperlukan agar penerimaan pajak daerah 

dapat meningkat secara lebih stabil dan 

berkelanjutan. 

Analisis SWOT Pengelolaan Pajak Daerah 

Analisis SWOT digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota 

Sibolga. Analisis ini disusun berdasarkan hasil 

wawancara, data realisasi pajak daerah, serta 

penerapan teknologi pengawasan pajak 

melalui aplikasi perpajakan daerah dan 

perangkat tapping box. 
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Tabel 2 Analisis SWOT Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Sibolga 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Strength (S) Opportunity (O) 

Proses pendataan, 

penetapan, pemungutan, 

dan penagihan pajak telah 

berjalan sesuai ketentuan. 

Masih terdapat potensi usaha 

baru pada sektor hotel, 

restoran, dan hiburan yang 

dapat didata sebagai objek 

pajak. 

Adanya pembaruan data 

terhadap objek pajak 

baru. 

Dukungan regulasi dan 

Peraturan Daerah sebagai 

dasar hukum pemungutan 

pajak daerah. 

Penggunaan aplikasi 

perpajakan daerah 

(SIMPATDA). 

Perkembangan teknologi 

informasi yang mendukung 

pengawasan pajak berbasis 

digital. 

Penerapan tapping box 

pada objek pajak hotel, 

restoran, dan hiburan. 

 

Weakness (W) Threat (T) 

Keterbatasan jumlah 

personel dalam 

pengawasan pajak 

daerah. 

Rendahnya tingkat 

kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak. 

Keterbatasan perangkat 

pendukung administrasi 

perpajakan. 

Kondisi ekonomi 

masyarakat yang 

memengaruhi kemampuan 

membayar pajak. 

Penggunaan tapping box 

belum mencakup seluruh 

objek pajak. 

Ketidakstabilan penerimaan 

pajak restoran dan hiburan 

akibat dinamika ekonomi. 

Tren penurunan Pajak 

Hotel dan fluktuasi 

penerimaan pajak daerah. 

 

Sumber: data diolah 2026 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, 

pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga 

memiliki kekuatan pada aspek administrasi 

dan pemanfaatan teknologi, khususnya 

melalui penggunaan SIMPATDA dan tapping 

box dalam pengawasan transaksi usaha. Selain 

itu, upaya pendataan dan pembaruan data 

objek pajak menunjukkan adanya langkah 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 

yang telah dilakukan oleh BPKPAD Kota 

Sibolga.  

Namun demikian, pengelolaan pajak 

daerah masih menghadapi beberapa 

kelemahan, seperti keterbatasan jumlah 

personel, keterbatasan perangkat pendukung, 

dan penggunaan tapping box yang belum 

menyeluruh pada seluruh objek pajak. Di sisi 

eksternal, kondisi ekonomi masyarakat dan 

rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi 

tantangan dalam menjaga stabilitas 

penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, 

strategi pengelolaan pajak daerah masih 

memerlukan penguatan pada aspek sumber 

daya manusia, pengawasan, dan optimalisasi 

teknologi perpajakan daerah. 

Analisis PEST Pengelolaan Pajak Daerah 

Analisis PEST digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal 

yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota 

Sibolga. Analisis ini meliputi aspek kebijakan, 

ekonomi, sosial, dan teknologi. 

Tabel 3 Analisis PEST Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Sibolga 

Faktor Uraian Analisis 

Political Pengelolaan pajak didukung 

regulasi dan Peraturan 

Daerah 

Economic Kondisi ekonomi 

memengaruhi omzet usaha 

dan penerimaan pajak 

Social Kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak masih belum 

optimal 

Technological Penggunaan SIMPATDA dan 

tapping box mendukung 

pengawasan pajak 

Sumber: data diolah 2026 

 Berdasarkan analisis pest, faktor 

kebijakan memberikan dukungan terhadap 

pengelolaan pajak daerah melalui keberadaan 

regulasi yang menjadi dasar hukum 

pemungutan pajak daerah. Namun demikian, 

faktor ekonomi dan sosial masih menjadi 

tantangan utama karena memengaruhi 

aktivitas usaha dan tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Sementara itu, dari aspek teknologi, 

pemanfaatan aplikasi perpajakan daerah dan 

tapping box menunjukkan adanya upaya 

modernisasi sistem perpajakan, meskipun 

masih memerlukan penguatan pada aspek 

perangkat dan cakupan pengawasan. 

5. PEMBAHASAN 
Strategi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Sibolga 

diarahkan pada upaya optimalisasi 

penerimaan pajak daerah melalui pendataan 

objek pajak, penguatan pengawasan, serta 

pemanfaatan teknologi dalam administrasi 
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perpajakan daerah. Pengelolaan pajak 

dilakukan melalui pendataan usaha baru, 

pembaruan data wajib pajak, serta 

pengawasan terhadap pelaporan dan 

pembayaran pajak daerah. Selain itu, 

penggunaan aplikasi perpajakan daerah dan 

perangkat tapping box menjadi bagian dari 

modernisasi sistem pengelolaan pajak daerah.  

Pendataan usaha baru dilakukan untuk 

memastikan seluruh potensi pajak daerah 

dapat teridentifikasi secara optimal. Setiap 

usaha hotel, restoran, dan hiburan yang mulai 

beroperasi didata dan ditetapkan sebagai wajib 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Selain itu, pengawasan terhadap wajib 

pajak juga dilakukan untuk memastikan 

pelaporan dan pembayaran pajak daerah 

berjalan sesuai dengan ketentuan administrasi 

perpajakan daerah.  

Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi 

perpajakan daerah dan tapping box membantu 

meningkatkan transparansi dan akurasi 

pencatatan transaksi usaha. Penggunaan 

teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya 

modernisasi administrasi perpajakan daerah 

dalam mendukung efektivitas pengawasan 

penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Sagala et al. 

(2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi dan penguatan regulasi memiliki 

peran penting dalam mendukung peningkatan 

PAD.  

Namun demikian, hasil pengolahan data 

menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel 

mengalami tren penurunan selama periode 

2023–2025, sedangkan Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan masih menunjukkan kondisi 

yang fluktuatif. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa strategi pengelolaan 

pajak daerah yang diterapkan belum 

sepenuhnya mampu menciptakan peningkatan 

penerimaan pajak yang stabil dan 

berkelanjutan.  

Efektivitas strategi pengelolaan pajak 

daerah masih dipengaruhi oleh beberapa 

kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, 

keterbatasan perangkat pendukung, serta 

cakupan pengawasan yang belum optimal. 

Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak yang masih rendah juga 

memengaruhi efektivitas penerimaan pajak 

daerah. Sebagian pelaku usaha masih 

memandang pajak sebagai beban sehingga 

kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran 

pajak belum berjalan secara maksimal.  

Berdasarkan analisis SWOT dan PEST, 

faktor internal seperti sistem administrasi dan 

penggunaan teknologi menjadi kekuatan 

dalam pengelolaan pajak daerah. Namun, 

kelemahan pada aspek sumber daya manusia 

dan pengawasan masih menjadi kendala 

dalam implementasi strategi. Sementara itu, 

faktor eksternal seperti kondisi ekonomi 

masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak 

turut memengaruhi stabilitas penerimaan 

pajak daerah. Oleh karena itu, strategi 

pengelolaan pajak daerah perlu diarahkan 

tidak hanya pada penguatan sistem 

administrasi dan teknologi, tetapi juga pada 

peningkatan kapasitas aparatur dan edukasi 

perpajakan kepada masyarakat.  

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan 

pajak daerah di Kota Sibolga telah mengarah 

pada modernisasi administrasi perpajakan dan 

penguatan pengawasan pajak daerah. Namun 

demikian, optimalisasi penerimaan pajak 

daerah masih memerlukan penguatan pada 

aspek implementasi strategi, kualitas sumber 

daya manusia, dan peningkatan kepatuhan 

wajib pajak agar Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dapat meningkat secara lebih stabil dan 

berkelanjutan.  

6. KESIMPULAN 
 

Strategi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan di BPKPAD 

Kota Sibolga dilakukan melalui pendataan 

objek pajak, pengawasan terhadap wajib 

pajak, serta pemanfaatan teknologi 

administrasi perpajakan berupa SIMPATDA 

dan perangkat tapping box. Pemanfaatan 

teknologi tersebut membantu meningkatkan 

transparansi dan akurasi pencatatan transaksi 

usaha dalam mendukung penerimaan pajak 

daerah. Namun demikian, hasil realisasi pajak 

daerah tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa 

penerimaan Pajak Hotel mengalami tren 

penurunan, sedangkan Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan masih bersifat fluktuatif. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi 
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pengelolaan pajak daerah yang diterapkan 

belum sepenuhnya mampu meningkatkan 

penerimaan pajak daerah secara stabil dan 

berkelanjutan.  

Efektivitas strategi pengelolaan pajak 

daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi sistem 

administrasi perpajakan, pemanfaatan 

teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, 

dan perangkat pendukung pengawasan pajak 

daerah. Sementara itu, faktor eksternal 

meliputi tingkat kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, 

serta fluktuasi aktivitas usaha pada sektor 

hotel, restoran, dan hiburan. Oleh karena itu, 

peningkatan efektivitas pengelolaan pajak 

daerah tidak hanya memerlukan penguatan 

sistem administrasi dan teknologi, tetapi juga 

peningkatan kapasitas aparatur serta 

penguatan edukasi dan kesadaran perpajakan 

masyarakat dalam mendukung optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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